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Skripsi ini membahas peran pemerintah dalam penyelesaian kemelut di wilayah pertambangan minyak di
Sumatra Utara 1949-1957. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tindakan
apa sgja yang dilakukan pemerintah dalam upaya penyelesaian dan memperbaiki wilayah pertambangan ini
pasca penandatangan perjanjian KMB. Dimasa setelah penandatanganan persetujuan muncul dua pandangan
besar ketika itu, yakni yang pro-nasionalisasi dengan yang pro-pengembalian. Sejak saat itulah status
wilayah pertambangan ini menjadi kemelut dan timbul berbagai konflik di wilayah pertambangan ini.
<br><br>

Di masa parlementer, setiap kabinet mengeluarkan berbagai kebijakan guna mengatasi permasalahan di
wilayah pertambangan. Akan tetapi berbagai kebijakan yang diterapkan tidak berkelanjutan, hal ini
menyebabkan masalah pertambangan tidak kunjung usai dan menjadi terkatung-katung. Pergantian kabinet
nantinya juga mempengaruhi timbulnya konflik diantara kalangan pegawai tambang.

<br><br>

Untuk mengakhiri ini semua, maka setelah dibatalkannya perjanjian dalam KM B, pemerintah memutuskan
untuk tidak mengembalikan tambang ini kembali kepada Shell dan memilih untuk mengelolanya sendiri,
yang kemudian diserahkan kepada Militer. Dengan pengangkatan militer ini, kemelut di wilayah
pertambangan ini dapat segera di atasi, dan keberhasilan yang dicapai adalah dengan pendirian PT. ETM SU.
Para pemimpin daerah turut dilibatkan dalam jgjaran direks sebagai jawaban dari tuntutan mereka terkait
penyelesaian masalah di wilayah pertambangan ini. Padatanggal 10 Desember 1957, dikeluarkanlah akta
pendirian PT PERMINA yang sebelumnya adalah PT ETMSU. Sejak penetapan ini secararesmi Bangsa
Indonesia memiliki maskapai perusahaan minyak sendiri.

<hr><i>This undergraduate thesi s analyzes the role of the Government in the solution of the oil crisisin the
mining area of Northern Sumatra, 1949-1957. The objective of this study isto show the actions of the
Government in effort to improve the area of mining settlement and subsequent to the signing of this
agreement in the Round Table Conference. Two perspectives appears after tihe signing of the agreement, the
pro-nationalization and the pro-reembol so perspective. Since then the situation of the mining regionisin the
chaos and conflictive.

<br><br>

During parliamentary era, Cabinet of Ministersissues variety of policies to address problemsin mining
areas. Nevertheless, various policies that applied are not sustainable, it caused problems and a drift of
production proceeds. Replacement of the Cabinet would also affect the frequency of conflicts between mine
worker later on.

<br><br>

The government decided not to return the field back to Shell and choose to manage it themselves, yet they
handed it over to the military to bring the problem to an end, after the cancellation of the deal in the Round
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Table. Asthe government appointed the military, the chaos in the mining area can be quickly resolved, and
the success achievement is by establishing PT. ETMSU. Local leadersinvolved in the board of directorsin
response to their demands associated with solving problems in mining areas. On December 10, 1957, The
Act of Formed certificate formerly PT PERMINA is PT ETMSU was issued. Since this designation The
Indonesian Republic officially announce their own airlines oil copmpany.</i>



